
 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

 NOMOR  15  TAHUN  2016 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG 

PENETAPAN NILAI PASAR TANAH DI KABUPATEN PATI SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 58 TAHUN 2013 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 81 TAHUN 

2012 TENTANG PENETAPAN NILAI PASAR TANAH DI KABUPATEN PATI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PATI, 

Menimbang  :   a. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati 

Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai 

Pasar Tanah di Kabupaten Pati sebagai dasar penetapan 

bea perolehan hak atas tanah di Kabupaten Pati, dalam 

pelaksanaannya penetapan harga pasar tanah tidak sesuai 

dengan kondisi harga pasar tanah yang obyektif dan 

transparan sesuai dengan mekanisme harga pasar tanah 

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati tersebut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 

tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati 

Nomor 58 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai 

Pasar Tanah di Kabupaten Pati; 

SALINAN 



Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3005); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

 

 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54); 

12. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 

Nomor 223); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI PATI NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN 

NILAI PASAR TANAH DI KABUPATEN PATI SEBAGAIMANA 

TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 

58 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI PATI NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN 

NILAI PASAR TANAH DI KABUPATEN PATI. 



 

Pasal I 

Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 170) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 81 

Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten 

Pati sebagai dasar penetapan bea perolehan hak atas tanah di 

Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 

Nomor 170), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 6 April 2016  

BUPATI PATI, 

      ttd. 

 HARYANTO 

Diundangkan di Pati 

Pada tanggal 6 April 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI 

        ttd. 

  DESMON HASTIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 15 

 

 

 


